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Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan.
Proses pembuktian adanya dugaan praktik perjanjian kartel diantara para pelaku usaha menjadi suatu
masalah bagi KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usahatidak sehat, dan untuk menyimpulkan
adanya perjanjian atau kesepakatan diperlukan adanya dukungan suatu bukti. Dalam perilaku kerja sama,
bukti dapat dibagi menjadi duajenis, yaitu: Direct Evidence dan Indirect Evidence Circumstantial Evidence
. KPPU dipertanyakan dasar dalam menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti. Tesis ini mengkaji
dan membahas mengenai penggunaan indirect evidence khususnya bukti ekonomi dalam pembuktian
perkara-perkara kartel dengan membandingkan Putusan KPPU Nomor 08/K PPU-1/2014, Putusan KPPU
Nomor 02/KPPU-1/2016, dan Putusan KPPU 04/KPPU-1/2016. Penelitian ini adalah penulisan hukum
yuridis normatif yang memusatkan perhatiannya pada kajian tentang peraturan perundang-undangan
termasuk putusan pengadilan sebagai tolak acuan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan indirect
evidence khususnya bukti ekonomi dibutuhkan dalam pembuktian atas pelanggaran persaingan usaha,
karena karakter perilaku di dunia usaha berbeda jenis maupun bentuknya. Dari ketiga putusan KPPU
disebutkan di atas, bahwa terdapat dua 2 putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan 1 satu putusan
yang dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Hal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan indirect
evidence khususnya bukti ekonomi mampu membantu KPPU dalam mengungkapkan terjadinya kartel.
Penulis menyarankan untuk menempatkan pasal terkait indirect evidence sebagai 1squo;bukti tersendiri
rsquo; dalam amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Cartel isatype of agreement by business actors who are anti of competition. The proofing process of the
alleged practice of cartel agreement among business actors remains an issue for The Business Competition
Supervisory Commission KPPU in solving unfair business competition cases, moreover, to conclude the
existence of deal or agreement, the supporting evidence are needed. In cooperative behavior, the evidence
can be divided into two types Direct Evidence and Indirect Evidence Circumstantial Evidence . The
utilization of indirect evidence as an instrument of validation by KPPU is questionable. This thesis examines
and discusses the use of indirect evidence, especially economic evidence in cartel cases by comparing KPPU
Decision Number 08 KPPU | 2014, KPPU Decision Number 02 KPPU | 2016, and KPPU Decision Number
04 KPPU | 2016. This research is the writing of normative juridical law which focus its attention on the
study of legislation including court decision as reference. The result of the research concludes that indirect
evidence, especially economic evidence is needed in the verification of business competition violation,
because the behavioral character in the world of business variesin types and forms. Of the three KPPU
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decisions mentioned, there are two 2 decisions enforced by the District Court and 1 one decision annulled by
the District Court Judge. This explains that the use of indirect evidence, especially economic evidence, is
able to assist KPPU in revealing the occurrence of cartel. The author suggests to put articles related to
indirect evidence into ldquo separated evidence rdguo in the amendment of Act No. 5 of 1999.



